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ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
BERMUFAKAT MELAKUKAN TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan NOMOR :
926/PID.B/2012/PN.MDN.)

OLEH
M. Azhari Harahap
NPM : 08 840 0134

Pembahasan di dalam skripsi ini adalah tentang akibat hukum terhadap pelaku
tindak pidana yang bermufakat untuk melakukan tindak pidana psikotropika, dengan
mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Medan. Psikotropika tidak dapat
dilepaskan dari masalah kesehatan. Menurut Pasal 23 Undang-undang Nomor 23
Tahun 1992 tentang Kesehatan, masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan serta
dalam penyelenggaraan upaya kesehatan beserta sumber dayanya. Selanjutnya dalam
Pasal 44 Undang-undang tersebut diatur tentang pengamanan zat adiktif. Pengamanan
penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif diarahkan agar tidak mengganggu
dan membahayakan kesehatan perorangan, keluarga, masyarakat dan lingkungannya.

Permasalahan yang diajukan adalah bagaimana bentuk pertanggung jawaban
pidana pelaku yang bermufakat melakukan tindak pidana psikotropika, dan bagaimana
upaya penanggulangan kejahatan di bidang psikotropika.

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan sesuai dengan Undang-Undang
No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika dan setiap orang yang melakukan pelanggaran
atau perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang No. 5 tahun 1997 berarti
telah melakukan tindak pidana psikotropika yang merupakan bahaya besar dari peri
kehidupan manusia dan kehidupan negara. Masalah kejahatan penyalahgunaan
psikotropika telah memperlihatkan pada tingkat yang memprihatinkan menunjukkan
peningkatan baik kualitas maupun kuantitas masalah ini telah begitu ruwet dan
kompleks terutama terdapat di kota-kota besar dan telah menunjukkan gejala pula di
kota-kota kecil. Pokok pangkalnya ditentukan oleh keluarga, teman sepermainan dan
lingkungan yang lebih luas. Bahwa dalam melaksanakan hukuman yang semaksimal
mungkin melalui upaya menuntut berat bagi pelaku tindak pidana psikotropika yang
selalu dihadapkan pada usia dan masih berstatus pelajar sehingga tidak jarang antara
aparat penegak hukum berbeda pendapat dalam penerapan pasal apakah pelaku
sebagai pemakai atau pembawa maupun pengedar psikotropika sulit untuk diketahui.
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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah
melimpahkan rakhmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis
dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat Sarjana
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Adapun skripsi ini berjudul
“TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
BERMUFAKAT MELAKUKAN TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA (Studi Kasus
Putusan Pengadilan Negeri Medan NOMOR : 926/P1D.B/2012/PN.MDN.) *.

Di dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan
dan1 berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima-
kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- Bapak Prof. H. Syamsul Arifin, SH, MH, selaku Dekan pada Fakultas Hukum
Universitas Medan Area.

- Ibu Wessy Trisna, SH, MH, selaku Kepala Bidang Hukum Pidana Fakultas
Hukum Universitas Medan Area.

- Bapak Suhatrizal, SH. MH, selaku Dosen Pembimbing I Penulis.

- Ibu Darma Sembiring, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing II Penulis.

- Bapak dan Ibu Dosen serta semua unsur staf administrasi di Fakultas Hukum
Universitas Medan Area.

- Rekan-rekan se-almamater di Fakultas Hukum khususnya dan Umumnya
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skizoprenia mengatasi agresivitas, hiperaktivitas dan labilitas emosinal pasien
psikosis. Antipsikotik menghambat dopamin pada otak sehingga memulihkan gejala
psikotik dan menghambat daerah pemicu kemoreseptor dan pusat muntah(emetik)
pada otak sehingga menghasilkan efek antiemetik. Dosis besar tidak menyebakan
anestesi/koma. Antiansietas = sedatif-hipnotik yang berguna dalam pengobatan
sistomatik penyakit psikoneurosis yang didasari perasaan cemas dan ketegangan
mental. Antidepresi adalah obat untuk mengatasi depresi mental yang biasanya
mendadak dan adanya kejadian pencetus. Psikotogenik adalah obat yang dapat
menimbulkan kelainan tingkah laku rasa takut disertai halusinasi,ilusi,gangguan cara
fikir dan perubahan alam perasaan jadi dapat menimbulkan psikosis

Di Pengadilan Negeri Medan, kasus tindak pidana psikotropika seperti tersebut
pernah dialami oleh majelis hakim yang mengadili perkara psikotropika Nomor:
926/PID.B/2012/PN.MDN tanggal Selasa tanggal 03 Juli 2012, Majelis Hakim
menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Apriyanto Basuki Rahmat, Sik, MH terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Bermufakat Melakukan
Tindak Pidana Psikotropika, dan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa oleh karena
itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,-
(ima juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti
dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Apabila dilihat dari sisi keadilan, maka pemidanaan tersebut dirasa kurang
memenuhi rasa keadilan, akan tetapi majelis hakim tidak mempunyai pilihan lain.

Tuwjuan pidana memang semakin hari semakin menuju kearah sistem yang lebih
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14

hukum untuk mencegah dan memberantas peredaran gelap narkotika dan
psikotropika.
Perlunya memperkuat dan meningkatkan sarana hukum yang lebih efektif dalam
rangka kerjasama internasional di bidang kriminal untuk memberantas organisasi
kejahatan trans-nasional dalam kegiatan peredaran gelap narkotika dan
psikotropika.

Di dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1997 ini diatur pelbagai masalah yang

berhubungan dengan psikotropika meliputi pengaturan mengenai :

l.

Ketentuan tentang pengertian dan jenis psikotropika

Ketentuan tentang kegiatan yang menyangkut psikotropika seperti penanaman,
peracikan, produksi, perdagangan, lalu lintas, pengangkutan serta penggunaan
psikotropika.

Ketentuan tentang wajib lapor bagi orang atau yang melakukan kegiatan-kegiatan
sebagai tersebut dalam angka 2.

Ketentuan yang mengatur penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di depan
pengadilan dari perkara yang berhubungan dengan psikotropika yang karena
kekhususannya dan untuk mempercepat prosedur dan mempermudah penyidikan,
penuntutan dan pemeriksaan di depan pengadilan, memerlukan penyimpangan dari
ketentuan hukum yang berlaku.

Meskipun diadakan penyimpangan dan pengaturan khusus, tidak berarti

bahwa: hak asasi tersangka/terdakwa tidak dijamin atau dilindungi, bahkan diusahakan

sedemikian rupa sehingga penyimpangan dan pengaturan khusus itu tidak merupakan
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unsur kesalahan pada diri si pelaku tindak pidana. Prinsip pertanggungjawaban pidana
mutlak ini menurut Hukum Pidana Inggris hanya diberlakukan terhadap perkara

pelanggaran terhadap ketertiban umum ataukesejateraan umum.

ad.b. Vicarious Liability

Adalah suatu pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada seseorang

atas perbuatan orang lain. Vicarious Liability hanya berlaku terhadap:
a. Delik—delik yang mensyarakatkan kualitas.
b. Delik—delik yang mensyaratkan adanya hubungan antara buruh danmajikan.

Jika dibandingkan antara strict liability dan vicarious liability tampak jelas
bahwa persamaan dan perbedaannya. Persamaan yang tampak, bahwa baik stict
liability crimes maupun vicarious liability tidak mensyaratkan adanya mensrea atau
unsur kesalahan pada orang yang dituntut pidana. Pada Pasal 36 Rancangan Undang—
Undang Kitab Hukum Pidana tahun 2006 merumuskan bahwa pertanggungjawaban
pidana ialah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan
secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana
karena perbuatannya itu. Artinya bahwa tindak pidana tidak berdiri sendiri, itu baru
bermakna manakala terdapat pertanggungjawaban pidana.

Ini berarti bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak dengan
sendirinya harus dipidana. Untuk dapat dipidana harus ada pertanggungjawaban
pidana.  Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan

(vewijtbaarheid) yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatalan sebagai tindak
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itu.

Di samping perbedaan yang dikemukakan dalam M. v. T, ilmu pengetahuan
hukum pidana juga mengadakan pembedaan sendiri terhadap alasan penghapus
pidana, yaitu :

a. Alasan penghapus pidana yang umum, yaitu yang berlaku umum untuk tiap-tiap
delik, hal ini diatur dalam Pasal 44, 48 s/d 51 KUHP.

b. Alasan penghapus pidana yang khusus, yaitu yang hanya berlaku untuk delik-delik
tertentu saja, missal Pasal 221 ayat (2) KUHP : “menyimpan orang yang
melakukan kejahatan dan sebagainya.” Di simi ia tidak dituntut jika ia hendak
menghindarkan penuntutan dari istri, suami dan sebagainya (orang-orang yang
masih ada hubungan darah).

[imu pengetahuan hukum pidana juga mengadakan pembedaan lain terhadap
alasan penghapus pidana sejalan dengan pembedaan antara dapat dipidananya
perbuatan dan dapat dipidananya pembuat. Penmghapusan pidana dapat menyangkut
perbuatan atau pembuatnya, maka dibedakan 2 (duva) jenis alasan penghapus pidana ,
vaitu :

a. alasan pembenar, dan

b. alasan pemaaf atau alasan penghapus kesalahan.

ad.a. Alasan pembenar menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan,
meskipun perbuatan ini telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang.

Kalau perbuatannya tidak bersifat melawan hukum maka tidak mungkin ada
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3) Menyesatkan masyarakat mengenai asal barang atau asal jasa.
4) Seseorang tanpa hak menggunakan tanda yang sama keseluruhan dengan indikasi

geografis milik pihak lain untuk barang atau jasa yang sama.

ad.c. Melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja atau karena kealpaan/kurang
hati-hati
Dalam hukum pidana kesengajaan dan kealpaan itu dikenal sebagai bentuk dari
kesalahan. Si pelaku telah dianggap bersalah jika ia melakukan perbuatan pidana yang
sifatnya melawan hukum itu dengan sengaja atau karena kealpaannya. Ini jelas diatur

dalam Undang-Undang Merek Tahun 2001 pada Pasal 90, 91, 92 dan 93.

ad. d. Tidak adanya alasan pemaaf
Tidak adanya alasan pemaaf berarti tidak adanya alasan yang menghapus

kesalahan dari terdakwa.

C. Pengertian Bermufakat

Bermufakat artinya bertemu, berbincang-bincang, dan sebagainya untuk
mencari kesepakatan; berunding dengan bermusyawarah. Bermufakat dalam kajian ini
adalah bermufakat melakukan kejahatan yaitu bermufakat dalam hal melakukan
kejahatan termasuk di dalamnya bermufakat melakukan kejahatan di bidang

psikotropika.
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D. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Psikotropika

Adapun faktor-faktor intern yang memotivasi penyalahgunaan psikotropika

dapat dikemukakan berikut ini

L

Keperibadian. Pola keperibadian seseorang amat besar pengaruhnyan terhadap
penyalahgunaan psikotropika. Apakah seseorang tersebut akan menjadi penyalah-
guna psikotropika ataukah tidak, maka sebenarnya dialah yang dapat menen-
tukannya sendiri. Lalu keperibadian yang bagaimanakah yang biasanya memiliki
potensi sebagai penyalahguna psikotropika. Tentu saja, orang yang memiliki
keperibadian lemah dalam artian tidak mempunyai pendirian kuat (labil), mudah
kecewa, tidak mampu menerima kegagalan dan kekecewaan, adalah orang yang
mudah terlibat dalam penyalahgunaan psikotropika.

Intelegensi. Meskipun tidak jarang orang yang mempunyai taraf kecerdasan tinggi
juga dapat menjadi penyalahguna atau pecandu psikotropika, tetapi orang yang
mempunyai intelegensi di bawah rata-rata orang seusianya lebih mudah
terpengaruh dalam penyalahgunaan psikotropika. Hal ini dapat dimengerti karena
mereka kurang mampu untuk berfikir kritis kearah yang lebih jauh ke depan dalam
membedakan mana yang lebih bermanfaat baginya dan mana yang merugikan.
Usia. Masa remaja adalah masa peralihan dari masa anak-anak, tetapi belum
tergolong kedalam usia dewasa. la tidak tergolong kedalam usia anak-anak yang
hanya sekedar meminta dan menerima pemberian orang tua, tapi ia juga sulit untuk
digolongkan kedalam usia dewasa yang sudah matang dalam bertindak serta dapat

berdiri sendiri. Dalam usia remaja selalu berusaha melepaskan diri dari otoritas
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persoalan-persoalan yang dialaminya. Dart persepsi tersebut dengan jalan pintas
mereka mengatakan bahwa psikotropika memecahkan persoalan. Kelompok
remaja yang menggunakan psikotropika sebagai jalan keluar untuk menghindari
diri dari kesulitan hidup dan konflik-konflik bathin yang berat. Pada umumnya
mereka yang memilih jalan sesat ini adalah remaja yang biasa hidup mewah,
dimanja, tidak bisa menghadapi masalah-masalah berat, dan kurang mendapat
banyak sentuhan iman dan akhlak. Di samping itu juga jiwanya sangat labil,
sehingga bila ada masalah sedikit ia seringkali mengambil jalan pintas. Dari
sinilah akhirmya mereka menggunakan ekstasy, putaw, shabu-shabu, ganja, dan
obat-obat psikotropika lainnya, sebagai jalan untuk mencari “penenangan” dari
rasa ketakutan dan kerisauan hatinya.

Sedangkan faktor exstern yang ikut mendorong penyalahgunaan psikotropika

diantaranya,

l.

Keharmonisan keluarga. Sebagaimana kenakalan remaja, perkelahian, dan
pergaulan bebas, panyalahgunaan psikotropika pun mempunyai hubungan yang
erat dengan keharmonisan hubungan keluarga. Maka keluarga yang tidak harmonis
(broken home) dan sering terjadi percekcokan, kurangnya komunikasi, kasih
sayang serta perhatian orang tua terhadap anak-anak akan terjadi sebab timbulnya
penyalahgunan psikotropika sebagai imbas dari kehidupan keluarga yang kurang

kondusif dan harmonis tersebut.

2. Pekerjaan. Salah satu penyebab seseorang menjadi pemakai psikotropika ialah
mudah atau tidaknya seseorang mendapatkan narkotik tersebut. Tidak jarang
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pemakai yang schari-hari bekerja di apotek atau toko obat, bahkan dokter relatif
mudah mendapatkan barang haram itu, juga anak-anak yang orang tuanya dokter
ataupun detailer, sering didapati menjadi pecandu hanya karena ia lebih mudah
memperoleh narkotik (psikotropika) yang didapat-kannya dengan mudah.

Status sosial ekonomi. Pada dasarnya setiap orang dari segala lapisan masyarakat
dapat menjadi pemakai narkotik (psikotropika). Hanya saja lebih sering terjadi
penya-lahgunaan sendiri di kalangan menengah ke atas. Sosial ekonomi yang
tinggi lebih memungkinkan untuk memperoleh barang-barang tersebut karena
mereka lebih memiliki uang yang cukup untuk membeli barang-barang tersebut
yang harganya relatif mahal.

Tekanan kelompok. Suatu kasus yang masuk akal dan sering terjadi adalah
perkenalan pertama dengan narkotik (psikotropika) berasal dari kawan-kawan
sepermainan-nya. Seseorang terlibat dengan suatu kelompok biasanya akan
bersikap loyal dan solider terhadap kelompoknya. Kesadaran seperti ini akan men-
jadikan dirinya dipengaruhi dan ditekan oleh kelompoknya yang sudah menjadi
pecandu psikotropika, untuk menjadi pemakai psikotropika sebagai bentuk
loyalitas dan solidaritas terhadap kelompoknya.

Sedangkan menurut Dadang Hawari, berdasarkan dari hasil penelitiannya, di

antara faktor-faktor yang berperan dalam penggunaan psikotropika adalah :

L.

Faktor kepribadian anti sosial atau psikoptik.

2. Kondisi kejiwaan yang meliputi keutuhan keluarga, kesibukan orang tua,

hubungan orang tua dengan anak.
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3. Kelompok teman sebaya.

4. Kondisi kejiwaan yang mudah merasa kecewa atau depresi.

5. Psikotropika itu sendiri mudah diperoleh dan tersedia dipasaran baik resmi
maupun tidak resmi.

Dari paparan di atas dapat disimpulkan, bahwa penyalahgunaan psikotropika
mempunyai latar belakang dan motivasi yang bermacam-macam dan berbeda-beda
antara yang satu dengan yang lainnya. Di samping pengaruh yang berasal dari faktor
keperibadian psikotropika itu sendiri juga terdapat faktor lingkungan yang sangat
mendukung terjadinya penyalahgunaan psikotropika, baik itu kondisi rumah tangga,
pengaruh di kalangan teman sebaya, maupun berkenaan dengan ketersediaan fasilitas
hiburan yang tidak sehat.

Kasus ini memang sering terjadi di kalangan remaja. Oleh karena itu “masa
remaja” disebut juga sebagai masa percobaan dan masa peralihan dari masa kanak-
kanak menuju kearah dewasa, yang ditandai dengan rasa ingin tahu, mencoba-coba
perbuatan yang tidak baik, khususnya bagi mereka yang kurang memiliki pengetahuan
agama. Maka terhadap orang tua, terutama mereka yang kurang mengadakan
komunikasi dengan anak-anak, harus disadari bahwa penyalahgunaan psikotropika
akan selalu menjadi ancaman bagi para generasi muda yang harus ditanggulangi sedini
mungkin, yaitu dengan memberikan bekal atau internalisasi nilai-nilai agama kepada
anak-anak, karena hal tersebut akan mempertebal rasa keimanan kepada Allah Swt.

Disamping itu juga ada motivasi atau latar belakang yang tidak kalah

entingnya, di zaman sekarang ini, dimana penyalahgunaan psikotropika telah
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pintas untuk melepaskan beban hidup yang ditanggung;

4. Indonesia yang mengalami tekanan ekonomi sangat buruk dan berkepanjangan
telah banyak menimbulkan PHK yang menyebabkan meningkatnya jumlah
pengangguran, siswa putus sekolah, sehingga bisnis psikotropika menjadi kian
menggiurkan. Oleh karena itu, keadaan semacam ini telah membuka kemungkinan
untuk memenuhi kebutuhan dengan terlibat dalam bisnis haram tersebut;

5. Akibat ketidakstabilan suhu politik dan ekonomi. Sampai saat ini para elite politik
berkonsentrasi pada masalah politik, sehingga dijadikan peluang bagi para pelaku
kejahatan psikotropika.

6. Kurangnya anggaran pemberantasan tindak pidana psikotropika mengakibatkan
terbengkalainya penanganan perkara penyalahgunaan psikotropika.

Selain itu, masih banyak faktor yang menjadi motivasi penyebab seseorang
menjadi pengguna psikotropika, baik faktor intern maupun faktor ekstern. Faktor
intern merupakan motivasi penyalahgunaan psikotropika yang berasal dari dalam diri
individu itu sendiri yang meliputi keperibadian, intelegensia, usia, dorongan,
kenikmatan, perasaan ingin tahu, dan me-mecahkan persoalan. Sedangkan faktor
ekstern yaitu faktor dari luar diri individu atau lingkungan yang turut mendorong
tindakan tersebut meliputi keharmonisan keluarga, pekerjaan, status sosial ekonomi,

dan tekanan kelompok.
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BABY

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

l.

Sesuail dengan Undang-Undang No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika dan
setiap orang yang melakukan pelanggaran atau perbuatan yang bertentangan
dengan Undang-Undang No. 5 tahun 1997 berarti telah melakukan tindak
pidana psikotropika yang merupakan bahaya besar dari peri kehidupan
manusia dan kehidupan negara.

Masalah kejahatan penyalahgunaan psikotropika telah memperlihatkan pada
tingkat yang memprihatinkan menunjukkan peningkatan baik kualitas maupun
kuantitas masalah ini telah begitu ruwet dan kompleks terutama terdapat di
kota-kota besar dan telah menunjukkan gejala pula di kota-kota kecil. Pokok
pangkalnya ditentukan oleh keluarga, teman sepermainan dan lingkungan yang
lebih luas.

Bahwa dalam melaksanakan hukuman yang semaksimal mungkin melalui
upaya menuntut berat bagi pelaku tindak pidana psikotropika yang selalu
dihadapkan pada usia dan masih berstatus pelajar sehingga tidak jarang antara
aparat penegak hukum berbeda pendapat dalam penerapan pasal apakah pelaku
sebagai pemakai atau pembawa maupun pengedar psikotropika sulit untuk

diketahui.
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